
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinm, 

PERATURA!f BUPATI BOJOJIBQORO 
110 .IIOR 56 TAHU)( 2012 

TEIITABG 

PERUBAHAII ATAS 
PERATURAl'f BUPATI BOJOlfEGORO IIOIIOR 33 TAJIUJI 2012 

TEIITAIIG PEDOMAN TEKHIS PEIIATAUSAHAAN KEUAIIGAII DAERAH 
DI LIIIGKUIIGAII PEJIERlllTAH KIIJJUPATEII BOJOlfEGORO 

DEIIGAII RABIIAT TUIIA1' YAl'IG llAHA ESA 

BUPATIBOJOIIBGORO, 

Mcnimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan 
sebagnimana Pcraturan Presiden Nomor 70 Tahu.n 2012 
tentang Pcrubahon Kcdua Alas Pcraturan Presidcn Nomor 
S4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemcrintah, maka perlu dilakukan penycmpumnan 
lerbadap Pcraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 
2012 tcn tang Pedoman Teknis Pcnatausahaan Keuangan 
Daerah di Lingkung,m Pemerinlall Kabupaten Bojonegoro ; 

b. bahwo berdosarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Pcraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 
2012 tentang Pedoman Teknis Penatousahaan Keuangan 
Daerah di Lingkung;u, Pcmerintah Kabupaten Bojoncgoro ; 

Mengingal I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang 
Pembentukan Daerah-Oacrah Kabupaten/Kota dalam 
Lingkung;u, Provinsi Jawa Timur (Oiumumkan pada 
1ru1ggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 
Pcnyelcnggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari 
Korupsi, Kolusi den Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Pcrbendaharnan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana telah 
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T:ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teotang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturao Perundang-undang,m (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan 
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaao 
Tanah Sagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara RepUJblik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan L.embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Prot.okoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Peiwak:ilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 44 16), sebagaimana telah 
d.iubah yang ketiga kalinya dcngan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambaha:n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman PenyusUJ1an dan Pcnerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lemibaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndone3ia Nomor. 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta.ng 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilc Indonesia 
TahUJl 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tcnta.ng 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4737); 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pcmerintah sebagaimana tclah 
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
P'eraturan Menteri Oalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011; 

20. P'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Oaerah; 

21. P'eraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerdh Kabupatcn 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3); 

22. Peraturan Oaerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Oaerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerab 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 7 Tahun 
2008 teotang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 5) scbagrumana telah diubah yang 
kedua kalinya dengan Peraturan Daerah · Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Oaerah 
Kabupaten BojonegoroTahun 2011 Nomor 10; 
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24. Peraturan Daerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 8 Tahun 
2008 tentang 0rganisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peratu.ran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12); 

25. Peraturan Daerab Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 
2008 tentang 0rganisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembarart 
Daerah Kabupateo Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bqjonegor.;-Nomor 10 Tahun 
2008 tentang 0rganisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Paroong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8) ; 

27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Tcknis Penatausahaan Keuaogan Dacrah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Serita 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 33); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJ0NEG0RO N0M0R 33 TAHUN 2012 
TENTANG PE00MAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KASUPATEN BOJ0NEG0RO. 

Pasal I 

Beberapa ketenturui dalam Peraturan. Bupati Bojonegoro Nomor 
33 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penatausabaan 
Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bojone,goro diubah sebagai berikul : 
1. Ketentuan Lampiran II Nomor 2 (Surat Pcrmintaan 

Pembayaran) huruf d .1.1 sampai dengan huruf d.1.3 diubah, 
sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berilrut : 

"d. l. J.Pengadaan barang/jasa (kecuali jasa konsultansi) 
sampai deogan Rp. 50.000.000,00 (Ii.ma puluh juta 
rupiah) 

1) Surat Pengantar SPP LS 

2) Ringkasan SPP-LS 

3) Rincian $PP-LS 
4) Foto copy/ Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

5) Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat yang 
menandataogani SPM) 
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6) Draft Surat Pemyataan Tanggung Jawab untuk 
d.itandatangani oleh PA/'KPA (sebagai pejabat yang 
menandatangani SPMJ 

7) Bukti/Nota Pembelian 

8) Kwitansi asli bermaterai yang d.itandatangani oleh 
penyedia barang/jasa dan pejabatyang berwenang 

9) Serita Acara Peneri.maan dan Pemcriksaan 
Barang/Jasa 

10) Perincian pcrhitungan pajak 
11) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah 

d.itandatangani wajib pajak dan/atau wajib pungul 

d. 1.2. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 
dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi clengan nilai 
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

I) Surat Pengantar SPP-LS 
2) Ringkasan SPP-LS 
3) Rincian SPP-LS 
4) Foto copy /Salinan Surat Pc:nyediaan Dana (SPD) 
5) Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS unluk 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat yang 
menandatangani SPM) 

6) Draft Surat Pemyataan Tanggung Jawab untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat yang 
meoandatangani SPM) 

7) Kwitansi asli bennaterai yang ditandatangani oleh 
peoyedia bar.mg/jasa dan pejabat yang berwenang 

8) Surat Perintah Kerja 
9) Serita Acara penyelesaian pekerjaan 
I 0) Serita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemenl<saan 
barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa 
Serita Acara serah terima barang dan jasa 

11) Serita Acara pembayaran 
12) Surat jarnioan bank atau yang dipersamakan yang 

dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non 
bank (dapat bcrupa salinan/fotocopy yang telah 
d.ikgalisir PA/ KPA dan PPTK) - . 

13) Surat pemberitahuan pot<>ngan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami 
keterlarnbatan 

14) Foto/buku/dokumentasi 
penyelesaian pekerjaan 

tingkat 

15) Potongan jamsostek (potongan 
ketentuan yang berlaku/ surat 
jamsostek) 

kemajuan/ 

sesuai dengan 
pemberitahuan 
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16) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhituogan 
harganya menggunakan biaya personal (billing rate), 
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampin 
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan scsuai 
pentahapan waktu pekerjaan . dan bukti 
peoyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti 
pengeJuaran lainnya berd.asarkan rm.clan · dalam surat 
penawaran 

J 7) Surat angkutan atau konosemcn apabila pengadaan 
barang dila.ksanakan di luar wilayah kerja 

18) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar 
ncgeri 

19) Perincian perhitungan pajak 

20) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah 
ditandatangani wajib pajak dan/atau wajib pungut 

d.1.3. Pengadaan barang/pekerjaan konstru.ksi/jasa lainnya 
dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai lebih dari 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) 

I) Surat Pengantar SPP-LS 
2) Ringkasan SPP-LS 
3) Rincian SPP-LS 

4) Foto copy /Salinan Surat Pcnyedia.an Dana (SPD) 
5) Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS untuk 

ditandiltangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat yang 
menandatangani SPM) 

6) Draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat yang 
menandatangaru SPM) 

7) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh 
penyedia barang/jasa dan pejabat yang berwenang 

8) Surat Perjanjian 
9) Berita Acara penyelesaian pekerjaan 
1 OJ Serita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksaan 
barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa 
Berita Acara serah terima barang dan jasa 

l I) Serita Acara pembayaran 

12) Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang 
dikeluarkan oleh ban.k atau lembaga keuangan non 
bank (dapat berupa salinan/fotocopy yang telah 
dilegalisir PA/ KPA dan PPrK) 

13) Surat pemberitahuan potongan denda kcterlambatan 
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami 
keterlambatan 

14) Foto/buku/ dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian 
pekerjaan 
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jamsostek (potong;m 
yang berlaku/ surat 

scsuai dengan 
pemberitahuan 

15) Potongan 
ketentuan 
jamsostek) 

16) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan 
harganya menggunakan biaya personal (billing rate), 
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri 
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai 
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ 
pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran 
laim1ya berdasarkan rincian dalarn sural penawaran 

17) Surat anglrntan atau konosemen apabila pengadaan 
barang dilaksanakan di luar wilayah kerja 

18) Dokumen Jain yang dipersyaratkan untuk kontrak
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri 

19) Perincian perhitungan pajak 
20) SSP disertai faktur pajak 'PPN dan PPh) yang telah 

d itandatangani wajib pajak dan/atau wajib pungut.• 

2 . Ketcntuan Lampiran 11 Nomor 5 (Tckrus Mekanisroe 
Pertanggungiawaban Dana) huruf d (Dokumen Pendukung 
Surat Pertanggungjawaban) angka 2) diubah, sebingga harus 
ditulis dan dibaca scbagai berikut: 

"2) Pengadaan barang/ jasa. 
a) Pengadaan barang/jasa (kccuali jasa konsultansi) 

beroilai kurang dari Rp, 5,0.000.000,00 (Lima pulub 

juta rupiah) 
1. Sukti/Nota Pembelian (dapat ditiadakan bila jenis 

barang/jasa telah dirinci dalam kwitansi) 
2. Kwitansi asli bermateraii yang ditandatangani oleh 

penyedia barang/jasa dan pejabat yang berwenang 

3. Serita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan 
Sarang/Jasa (untuk Selanja Modal) . 

4. Perincian pcrhitungan pajak 
5. Surat Setoran Pajak (SS'P) yang telah tunas dibayar 

disertai faktur pajak 

b) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 
dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan 
njlai sampai dengan Rp. 50:000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) 
l. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh 

penyedia barang/jasa dan pejabat yang berwenang 

2. Surat Perintah Kerja 
3. Berita Acara penyelesajan pekerjaan 
4 . Serita acarn pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

pihak kctiga/rekanan serta unsur panitia 
pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang 
yang diperiksa Berita Acara serah terima barang dan 

jasa 
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5 . Berita Acara pembayaran. 
6. Surat jam.inan bank atau yang dipersamakan yang 

dikeluarkan oleh bank atau Jcmbag;a keuangao non 
bank (dapat berupa salinan/ fotocopy yang telah 
dilegalisir PA/ KPA dan PPTK) 

7. Surat pemberitahuan potongan 
keterlambatan pekerjaan dari PPTK 
pekerjaan mengalami keterlarobatan 

denda 
apabila 

8. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ 
penyelesaian pekerjaan 

9. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan 
ketentuan yang berlalru/ surat pemberitahuan 
jamsostek) 

10. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang 
pcrhitungan harganya menggunakan biaya personal 
(billing rate), berita acara prestasi kemajuan 
pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari 
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu 
pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat 
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya 
berdasarkan rincian dalam surat penawaran 

I I. Surat angkut.a.n atau konosemcn apabila pengadaan 
barang dilaksanakan di Juar wilayah kerja 

12. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri 

13. Perincian perhitungan pajak 
14. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah lunas dibayar 

disertai faktur pajak.• 

3. Ketentuan Lampir.1n U Nomor 5 ffeknis Mekanisme 
Pertanggungjawaban Dana) huruJ e (Ketentuan Lain-lain 
Oalam Pertanggungjawaban Pengeluaran Daerah) angka 4) 
sampai dengan 5) diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca 
sebagai berikut : 
"4) Surat pertanggungjawaban uang persediaan/ganti 

uang/tambahan uang (SPJ-UP/GU/TU) untuk pengadaan 
barang/jasa per kwitansi/tanda terima nilainya paling 
besar adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah); 

5) Pengecualian SPJ UP/ GU /TU dapat melebihi Rp. 
50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) sedangkan proses 
administrasinya tetap sesuai dengan ketentuan : 

a. Unluk SPJ-GU, pengadaan barang d.an jasa yang 
bersifat mendesak (utamanya pengadaan bahan 
makanan, obat•obatan, aJat kesehatan yang habis 
dipakai, bahan laboratorium, ftlm x-ray, Reagen dan 
Gas medis) untuk Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan, 
dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK), paling 
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

b. Sewa stand pameran ; 

c. Pengadaan tanah ; 
d. Perjalanan dinas." 
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Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memcrinlahkan pengundangan 

Pcraturan Bupali ini, d engan pene mpatannya dalam Berita 

Dacrah Kabupalcn Bojonegoro. 

Ditctapkan di Bojonegoro 

pada tanggal 4 Dcscmbcr 2012 

BUPAff BOJOIO!GORO, 

ltd. 

H. S UYOTO 

Oiundangkan di Bojonegoro 

pada tanggal 4 Desember 2012 
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